
 
 

 
 

 
BUPATI GROBOGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 17 TAHUN 2025 

TENTANG 
ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GROBOGAN, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang 

diselenggarakan secara terencana, terpadu, dan 
berkelanjutan, perlu adanya analisis harga satuan 
pekerjaan; 

  b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektivitas, dan 
efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan 

pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan 
analisis harga satuan pekerjaan Tahun Anggaran 2026 di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 
  c. bahwa untuk memberikan dasar hukum serta pedoman 

dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan dengan 

menggunakan analisis harga satuan pekerjaan, perlu 
adanya regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Harga 

Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 
  3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 

  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi 

Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN 
PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan Daerah. 

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan 

serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD. 

7. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya 
tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan 

harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu. 

8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan 
oleh pejabat pembuat komitmen yang telah 
memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, 

dan pajak pertambahan nilai. 

9. Harga Perkiraan Perancang yang selanjutnya disingkat 

HPP adalah perhitungan Perkiraan Biaya Pekerjaan yang 
dihitung secara profesional oleh perancang dan 
digunakan sebagai salah satu acuan dalam menghitung 

Harga Perkiraan Sendiri. 
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10. Biaya Umum adalah biaya tidak langsung yang 
dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya suatu 

pekerjaan. 

11. Pengendali Belanja adalah faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya belanja suatu kegiatan. 
 

BAB II 

AHSP 
 

Pasal 2 
(1) AHSP dilakukan untuk menghasilkan harga satuan 

pekerjaan. 

(2) Harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. biaya langsung; dan 

b. biaya tidak langsung. 
(3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan jumlah dari biaya: 
a. tenaga kerja; 
b. bahan; dan 

c. peralatan. 
(4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b merupakan jumlah dari: 
a. biaya umum; dan 
b. keuntungan.  

(5) Besaran biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) 
hingga 15% (lima belas persen) dari biaya langsung. 

 
Pasal 3 

(1) Penggunaan AHSP untuk pekerjaan konstruksi harus 
disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan jenis 
infrastruktur yang akan dibangun. 

(2) Dalam hal pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia, penggunaan 
AHSP dilakukan pada tahap: 

a. perancangan; 
b. perencanaan pengadaan; 

c. persiapan pengadaan; 
d. pelaksanaan pemilihan penyedia jasa; dan 
e. pelaksanaan pekerjaan konstruksi. 

(3) Pada tahap perancangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, AHSP digunakan untuk penyusunan 

HPP. 
(4) Pada tahap perencanaan pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, AHSP digunakan untuk 

penyusunan rencana anggaran biaya. 
(5) Pada tahap persiapan pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, AHSP digunakan untuk: 

a. penyusunan dan penetapan HPS; dan/atau 
b. penghitungan koefisien komponen untuk 

penyesuaian harga. 
(6) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, AHSP 

dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kewajaran 
harga dan/atau evaluasi harga satuan timpang. 
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(7) Pada tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, AHSP 

digunakan untuk negosiasi: 
a. penambahan pokok pekerjaan baru; 

b. penambahan kuantitas pekerjaan lebih dari 10% 
(sepuluh persen) dari kuantitas awal; dan/atau 

c. penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai 

harga satuan timpang. 
(8) Penggunaan AHSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sampai dengan ayat (7) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
pengadaan barang/jasa. 

 
Pasal 4 

Penggunaan AHSP pada pekerjaan konstruksi terintegrasi 

mengacu pada HPS pekerjaan konstruksi sejenis dan/atau 
tipikal yang telah dilaksanakan sebelumnya dan disesuaikan 

dengan kondisi karakteristik pekerjaan. 
 

Pasal 5 

Penggunaan AHSP pada pekerjaan konstruksi secara 
swakelola maupun padat karya memperhatikan: 
a. jenis pekerjaan; 

b. metode pelaksanaan; 
c. peralatan; 

d. kondisi lapangan 
e. keterampilan; dan  
f. kebutuhan tenaga kerja. 

 
Pasal 6 

(1) AHSP didasarkan pada perhitungan harga satuan upah 

dan harga satuan bahan, serta pekerjaan yang secara 
teknis dirinci dengan detail berdasarkan suatu metode 

kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dan diuraikan 
dalam suatu spesifikasi teknik, gambar desain dan 
komponen harga satuan, baik untuk kegiatan 

rehabilitasi/pemeliharaan, pembangunan, maupun 
peningkatan infrastruktur. 

(2) AHSP berpedoman pada standar harga satuan dan/atau 
standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) AHSP merupakan harga satuan perencanaan dan 
penganggaran tertinggi dan sudah termasuk pajak. 

(4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memuat standar harga komponen terkecil setiap 
belanja pegawai, barang dan jasa, dan/atau modal. 

(5) Ketentuan mengenai jenis AHSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

BAB III 
TATA CARA PENGGUNAAN AHSP 

 

Pasal 7 
Langkah yang dilakukan dalam menggunakan AHSP sebagai 
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berikut: 
a. sebelum melakukan penyusunan anggaran kegiatan, 

penyusun anggaran harus mengetahui deskripsi kegiatan 
yang akan dilaksanakan yang merupakan salah satu 

jenis AHSP yang tersedia; 
b. penyusun anggaran memahami Pengendali Belanja dan 

cara pengisian Pengendali Belanja untuk kegiatan yang 

akan dilaksanakan;  
c. Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b 

merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya 

belanja suatu kegiatan; 
d. penyusun anggaran dapat melakukan penyesuaian 

belanja yang diperkenankan; 
e. hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf d 

diajukan kepada TAPD menjadi dasar pengajuan usulan 

belanja; dan 
f. dalam menggunakan AHSP, penyusun anggaran 

memperhatikan standar harga satuan dan/atau standar 
teknis. 

 

Pasal 8 
(1) Penganggaran belanja melebihi dan/atau diluar batasan 

rincian objek belanja pada tiap jenis AHSP dapat 

dilakukan dalam hal penambahan anggaran secara 
langsung mempengaruhi capaian kinerja dan/atau 

penyesuaian dengan standar harga satuan dan/atau 
standar teknis. 

(2) Penganggaran belanja melebihi dan/atau diluar batasan 

rincian objek belanja pada tiap jenis AHSP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berprinsip pada pola 
penganggaran yang mencerminkan efisiensi dan 

efektivitas serta dengan persetujuan TAPD. 
 

Pasal 9 
(1) AHSP tahun anggaran 2025 dapat dilakukan 

penambahan/perubahan apabila: 

a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau 
Provinsi; 

b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar 
tertinggi; dan 

c. terdapat kebutuhan Perangkat Daerah yang 

berdampak pada pelaksanaan pembangunan 
Daerah. 

(2) Penambahan/perubahan AHSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati. 
(3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. usulan penambahan/perubahan diajukan secara 

tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah; dan 
b. dalam hal usulan penambahan/perubahan 

diterima, penambahan/perubahan AHSP ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

 
 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 4 Juli 2025 
 

BUPATI GROBOGAN, 
 

Cap TTD. 

 
SETYO HADI 

 
Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal 4 Juli 2025 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN, 

 
Cap TTD. 

 

ANANG ARMUNANTO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 17 

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025  

BUPATI GROBOGAN,

          Cap.TTD 

KABUPATEN GROBOGAN, 

              Cap.TTD





























Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025  

BUPATI GROBOGAN,

          Cap.TTD 

KABUPATEN GROBOGAN, 

              Cap.TTD
Cap TTD.





























Cap TTD.

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025  

BUPATI GROBOGAN,

          Cap.TTD 

KABUPATEN GROBOGAN, 

              Cap.TTD



















Cap TTD.

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025  

BUPATI GROBOGAN,

          Cap.TTD 

KABUPATEN GROBOGAN, 

              Cap.TTD
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